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P U T U S A N
Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumnas Gunung Kembang, RT

17,  Kelurahan  Sarolangun,  Kembang  Kecamatan  Sarolangun,

Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta

(sopir), tempat tinggal di RT. 17 Komplek perkantoran Kelurahan

Sarolangun,  Kembang  Kecamatan  Sarolangun  Kabupaten

Sarolangun, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas

dan pasti  diwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  02

Januari  2020 yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Sarolangun  dengan  register  perkara  Nomor  2/Pdt.G/2020/PA.Srl,

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dengan  Tergugat  telah  melangsungkan  pernikahan

pada hari  Senin tanggal 28 Desember 2000, yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten
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Sarolangun  Propinsi  Jambi,  sesuai  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

470/35/XII/2000  Seri  AB,  tanggal  20  Nopember  2014  dan  setelah  akad

nikah  Tergugat  mengucapkan  sighat  ta'lik  talak  sebagaimana  dalam

Kutipan Akta Nikah tersebut;  

2.  Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal

dirumah Kontrakan di  Kelurahan Sarolangun Kembang selama 1 tahun,

Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah rumah orangtua

Penggugat   di  Sungai  Manau  Kabupaten  Merangin  selama  3  tahun,

Kemudian  Penggugat  dengan  Tergugat   pindah  lagi  kerumah  kontrakan

sampai berpisah;  

3. Bahwa selama pernikahan tersebut  Penggugat  dengan Tergugat  telah

hidup  bersama  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  telah  dikaruniai

seorang anak namun telah meninggal dunia;  

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun

selama  4 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

antara lain: 

a. Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama, 

b. Bahwa  Tergugat  sering  main  judi  serta  selalu  minum-minuman

yang  mengandung alkohol, 

c. Bahwa Tergugat tidak mau beribadah seperti shalat lima waktu;  

5. Bahwa Penggugat  sudah berusaha untuk menasehati  tapi  tidak

berhasil;  

6. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  terjadi  pada tanggal  03 Mei  2006 disebabkan bahwa Tergugat

mabuk  dan  jarang  pulang  kekediaman  bersama  sehingga  antara

Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran , akibat

dari  pertengkaran  tersebut  Tergugat  melakukan  kekerasan  kepada

Penggugat sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah

pula memberi kabar tentang keberadaan Tergugat yang sekarang Tergugat

sudah pergi lebih kurang   14 tahun lamanya dan selama berpisah antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
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batin  dan  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah  wajib  kepada

Penggugat;  

7. Bahwa  Penggugat  adalah  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  telah

mendapat  izin  atasan  untuk  mengajukan  gugatan  di  Pengadilan  Agama

Sarolangun yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten

Sarolangun dengan Nomor : B. 3355 Kk.05.8/ PW.01/12/2019 Tanggal 04

Desember 2019;  

8. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang dengan jelas dan

pasti,  sebagaimana  dikeluarkan  oleh  Lurah  Sarolangun  Kembang

Kabupaten  Sarolangun  Nomor  476/120/Pem/KSK/XI/2019  Tanggal  29

November 2019;  

9. Bahwa,  dengan  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat

merasa  tersiksa  baik  lahir  maupun  batin  sehingga  Penggugat  tidak

sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat

bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama

Sarolangun;  

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini;  

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Sarolangun  cq.  Majelis  Hakim  untuk

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  dan  selanjutnya  dapat  memutuskan

sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  Ba'in  Sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);  

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;  

Subsider :

Atau  apabila  Ketua  Pengadilan  Agama  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa

perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 
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Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

menghadap sendiri  ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak  menghadap

dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  Wakil/Kuasa

hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  yang  relaas

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa  untuk  memenuhi  persyaratan  mengajukan  perceraian  dengan

status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin

dari  atasannya  berdasarkan  Surat  Izin  Perceraian  Nomor  3355

Kk.05.8/5/PW.01/12/2019  tanggal  04 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh

Kementrian Agama Republik Indonesia;

Bahwa,  Majelis  dalam  persidangan  telah  berusaha  mendamaikan

dengan  jalan  memberi  saran  dan  nasehat  kepada  Penggugat  agar

mengurungkan keinginannya untuk bercerai  dan mencoba kembali  membina

rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah namun  tidak  berhasil,

sedangkan  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan

perkara  ini  dilanjutkan  secara  litigasi  diawali  dengan  membacakan  surat

gugatan Penggugat yang pada pokoknya  tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  terhadap  gugatan  Penggugat,  Tergugat  tidak  dapat  didengar

jawabannya  dalam  persidangan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bu

kti Surat 

Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor  470/35/XII/2000 Seri  AB Tanggal  28

Desember  2000  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat  yang  dicatat  dan

dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah   Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Sarolangun  Kabupaten  Sarolangun  Propinsi  Jambi,,  telah

bermeterai  cukup  dan  di-nazegeling, yang  oleh  Ketua  Majelis  telah
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dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan

diparaf;

II. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan

PNS  Puskesman  Air  Hitam,  tempat  tinggal  di  Perumnas  Gunung

Kembang RT.17, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun,  telah

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:



Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi  adalah  adik

kandung Penggugat,  sedangkan Tergugat  adalah suami  Penggugat

yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;



Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal

bersama  membina  rumah  tangga  tinggal  bersama  dan  membina

rumah  tangga  di  kontrakan  selama  1  tahun  kemudian  pindah  ke

rumah  orang  tua  Penggugat  selama  3  tahun  dan  pindah  lagi  ke

kontrakan sampai mereka berpisah;



Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

seorang anak, akan tetapi si anak telah meninggal dunia; 



Bahwa  rumah tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  awalnya  rukun-

rukun saja selama 4 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi  perselisihan dan

pertengkaran



Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  Tergugat  jarang  pulang  ke  rumah

kediaman bersama, Tergugat sering main judi dan minum alkohol;
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

Bahwa  Saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut  karena  saksi  sering  melihat  dan  mendengar  sendiri

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



Bahwa  setelah pertengkaran pada tanggal 03 bulan Mei tahun 2006

disebabkan  Tergugat  mabuk  dan  jarang  pulang  ke  kediaman

Bersama;



Bahwa  Tergugat  telah  meninggalkan  Penggugat  kurang  lebih  14

tahun;



Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

lagi  memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi;



Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan

PNS  Pengawas,  bertempat  tinggal  di  RT.05,Kelurahan  Aur

Gading,Kecamatan  Sarolangun,  Kabupaten  Sarolangun;,  di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa  Saksi  kenal  dengan Penggugat  karena saksi  adalah teman

sekantor  Penggugat,  sedangkan Tergugat  adalah suami  Penggugat

yang saksi tidak mengenalnya;



Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal

bersama  membina  rumah  tangga,  tinggal  bersama  dan  membina

rumah  tangga  di  kontrakan  selama  1  tahun  kemudian  pindah  ke

rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun kemudian Penggugat dan

Tergugat pindah lagi ke kontrakan sampai berpisah;
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

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

seorang anak, akan tetapi si anak telah meninggal dunia; 



Bahwa  rumah tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  awalnya  rukun-

rukun saja selama 4 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi  perselisihan dan

pertengkaran



Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  Tergugat  jarang  pulang  ke  rumah

kediaman bersama, Tergugat sering main judi dan minum alkohol;



Bahwa  setelah pertengkaran pada tanggal 03 bulan Mei tahun 2006

disebabkan  Tergugat  mabuk  dan  jarang  pulang  ke  kediaman

Bersama;



Bahwa  Tergugat  telah  meninggalkan  Penggugat  kurang  lebih  14

tahun;



Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

lagi  memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi;



Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

menasehati  Penggugat  supaya rukun kembali  dengan Tergugat,  akan tetapi

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal  4  Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016,  dimana  setiap  perkara  sengketa

perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama diwajibkan  terlebih  dahulu  di

upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini

Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap ke muka sidang, tidak

pernah hadir  dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap

sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

namun Tergugat  tidak pernah hadir,  oleh karena itu harus dinyatakan tidak

hadir, dengan demikian berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg perkara ini diperiksa

tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang,  bahwa  perkara  yang  diajukan  Penggugat  menyangkut

bidang perkawinan dan Penggugat  bertempat tinggal  di  Wilayah Kabupaten

Sarolangun  yang  merupakan  wilayah  Yurisdiksi  Pengadilan  Agama

Sarolangun, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a  dan pasal

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009  secara  absolut  maupun  relatif  perkara  ini

menjadi wewenang Pengadilan Agama Sarolangun; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah melangsungkan

perkawinan  dengan  Tergugat  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Sarolangun  Kabupaten  Sarolangun,  hal  mana

sesuai dengan  Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang

Perkawinan  jo.  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  No.  9  Tahun 1975

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
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Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh   karena  itu  Penggugat

mempunyai  legal standing untuk  mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin

bercerai  dengan Tergugat  dengan alasan bahwa  antara  Penggugat  dengan

Tergugat telah meninggalakan Penggugat selama 14 tahun bahkan Tergugat

sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di  Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang,  bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat  ke muka sidang,

berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat sehingga

dalil  gugatan Penggugat  menjadi  tetap,  namun demikian karena perkara ini

termasuk dalam perdata khusus, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini

maka  Pengadilan  tetap  membebani  beban  pembuktian  kepada  Penggugat,

untuk  itu  Penggugat  telah  mengajukan  alat  bukti  surat  maupun  saksi

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti-bukti  tertulis  Penggugat  akan

dipertimbangkan sebagai barikut:

Menimbang,  bahwa asli  surat bukti P merupakan akta otentik,  dibuat

oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal

dan  tahun  pembuatan,  ditandatangani  oleh  pejabat  tersebut,  serta  fotokopi

surat  tersebut  telah  bermeterai  cukup  dan  dinazegelen serta  telah  pula

dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi

syarat formil sebagai alat bukti surat; 

Menimbang,  bahwa  demikian  pula  surat  bukti  P berkaitan  langsung

dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum,

kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi

syarat materiil sebagai alat bukti surat; 

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik

yang memenuhi syarat formil dan materil, maka menurut pasal 285 RBg alat

bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledeg) dan

mengikat (bindend); 

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.SrlHal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor
2/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  kedua  orang  saksi  Penggugat  sama-sama  telah

memberikan  keterangan  yang  mana  kedua  saksi  Penggugat  menyatakan

antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis  lagi karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak tinggal Bersama selama

14 tahun, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Penggugat  telah  memberikan

keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di muka

sidang, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan apa yang didengar

atau  yang  dilihatnya  sendiri  dan  keteranganya  saling  bersesuaian,  maka

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai

alat  bukti  saksi  dan kesaksian tersebut dapat  diterima sesuai  dengan pasal

171,172,175, 306, 307, 308  dan 309 RBg; 

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi

Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang

saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-

saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian

dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan

untuk  menguatkan  suatu  perbuatan  sesuai  ketentuan  Pasal  307-309  R.Bg.,

yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai

seorang anak tetapi telah meninggal dunia;

 Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis lebih kurang selama 4 tahun, setelah itu antara Penggugat dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat

jarang pulang ke rumah ke kediaman Bersama dan Tergugat sering judi dan

mabuk-mabukan;

 Bahwa pada 03 Mei 2006 setelah terjadi  pertengkaran Tergugat pergi

meninggalkan kediaman besama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat

telah berpisah selama 14 tahun;

 Bahwa pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  mengupayakan

perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.SrlHal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor
2/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan

dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang

terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan

akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi  yang dikuatkan

dengan alat bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Desember

2000. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat

dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum

sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal

standing) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat

dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa

Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri

(ba’da dukhul). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut

karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan

oleh Penggugat  sebagai  istri,  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa perceraian

merupakan  pintu  darurat  untuk  menyelesaikan  konflik  dalam sebuah  ikatan

pernikahan,  oleh  karenanya  perceraian  hanya  dibenarkan  dalam  keadaan

terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut

peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  telah

membatasi  warga  negara  Indonesia  untuk  melakukan  perceraian  kecuali

apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal

19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis.  Pasal  116 Kompilasi

Hukum  Islam,  Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan  Agama,  Pasal  34  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974

Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan

yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  ada  alasan  perceraian
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sebagaimana  yang  diperbolehkan  oleh  hukum  Islam  dan  atau  peraturan

perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah

mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal

19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

(b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta  dipersidangan,  terbukti  Tergugat

telah meninggalkan Penggugat selama 14 tahun, yang berarti  Tergugat telah

meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun. Begitu pula berdasarkan dalil

Penggugat  yang  dikuatkan  dengan  keterangan  para  saksi,  bahwa  selama

ditinggalkan  tersebut,  Tergugat  tidak  pernah  mengirimkan  nafkah  kepada

Penggugat bahkan tidak ada kabar beritanya sekalipun;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta  Tergugat  tidak  dapat  memberi  nafkah

kepada  Penggugat  sebagai  istri,  maka  Majelis  Hakim  memandang  perlu

mengetengahkan  pendapat  ahli  hukum  Islam  Dr.  Wahbah  Azzuhaili  dalam

kitabnya  al-fiqh al-islam wa Adillatuhu,  Juz IX, halaman 482 yang diambil alih

oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Bahwa  sesungguhnya  keadaan  suami  tidak  menjamin  nafkah

terhadap  istrinya  itu  merupakan  perbuatan  yang  sangat  aniaya,

sehingga istri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan

suami tidak mampu menjamin nafkahnya.

Menimbang, bahwa dengan menggantung status pernikahan Penggugat

oleh  Tergugat  tersebut,  menyebabkan Penggugat  tersiksa  lahir  batin  karena

Tergugat  tidak menunjukan kewajibannya sebagai  suami dan kepala rumah

tangga  selama  lebih  dari  2  (dua)  tahun  tersebut,  bahkan  dengan  telah

ditinggalkannya  Penggugat  oleh  Tergugat  menjadikan  hak-hak  Penggugat

terabaikan oleh Tergugat;

Menimbang,  bahwa  terhadap  fakta  Tergugat  telah  meninggalkan

Penggugat selama 14 tahun dan selama ditinggalkan tersebut  tidak pernah
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memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat selama ditinggalkan,

Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal

5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang

Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  yang  menyatakan  bahwa

setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,

padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

perjanjian  ia  wajib  memberikan  kehidupan,  perawatan  atau  pemeliharaan

kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  akan  sulit  untuk  mewujudkan

rumah tangga  bahagia  yang penuh  rahmah dan  kasih  sayang seperti  yang

diharapkan  setiap  pasangan  suami  istri,  justru  sebaliknya  mempertahankan

perkawinan  seperti  itu  (rumah  tangga  yang  sudah  pecah/retak)  bisa

menimbulkan  dan  mengakibatkan  akibat  negatif  bagi  semua  pihak  dan

kesemuanya  itu  bisa  mendatangkan  mudharat,  oleh  karena  itu  harus  dicari

kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang

berbunyi sebagai berikut:

 

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)

daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka

jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat

serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis

Hakim  menilai  bahwa  unsur-unsur  untuk  dikabulkanya  sebuah  perceraian

berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya

alasan  perceraian  sesuai  dengan  Pasal  19  huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah

Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  116  huruf  (b)  Kompilasi  Hukum  Islam,

sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan
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tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir  dan  usaha damai

oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor  7  Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan

(2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata

tidak  berhasil  (telah  gagal),  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  berkesimpulan

gugatan  Penggugat  pada  petitum angka  1  (satu)  dan  2  (dua)  dalam  surat

gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang

diajukan  oleh  istri  ke  Pengadilan  Agama,  maka  dengan  pertimbangan-

pertimbangan  hukum  di  atas,  Majelis  Hakim  menjatuhkan  talak  satu  bain

shughra  dari  Tergugat  (Tergugat)  terhadap  Penggugat  (Penggugat),  dimana

perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan

Agama, sebagaimana maksud Pasal  119 ayat  (2) huruf  c  Kompilasi  Hukum

Islam.

Menimbang,  bahwa  hal  tersebut  telah  relevan  dengan  pendapat  ahli

Hukum Islam  Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman

248  yang  diambil  oleh  Majelis  Hakim  sebagai  pendapat  sendiri  yang

menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Apabila  gugatan  istri  di  depan  hakim  telah  terbukti  berdasarkan

keterangan bukti  dari  istri  atau karena telah ada pengakuan dari

suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup

lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya

sudah  tidak  bisa  didamaikan  lagi,  maka  hakim  wajib

menceraikannya dengan talak bain.
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  maka

Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat

dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  menyangkut  bidang

perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  dirubah  dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra Tergugat  (Tergugat)  kepada

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 356.000,-  (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan  dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Sarolangun pada hari  selas tanggal  05 Mei 2020 Masehi bertepatan

dengan  tanggal   11  Ramadhan  Hijriah  oleh  Korik  Agustian,  S.Ag.,  M.Ag.

sebagai  Ketua Majelis,  M. Mustalqiran T, SHI.,  MH. dan Nanda Devi  Krisna

Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

para  Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Dra.  Zuriah sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis, 

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.
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Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,
 

M. Mustalqiran T, SHI., MH. Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,-
2. Biaya  ATK

Perkara

: Rp.  50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp.  240.000,-
4. Biaya PNBP : Rp.  20.000.-
5. Biaya Redaksi : Rp.  10.000,-

6. Biaya Meterai : Rp.  6.000,-
JUMLAH : Rp.  356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Salinan  Putusan  ini  sesuai  dengan

aslinya  dan  untuk  pertama  kali

diberikan kepada dan atas permintaan

Penggugat  /  Tergugat  pada

tanggal ......................, dalam keadaan

telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera

Pengadilan Agama Sarolangun,
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Anita Kirana, SHI.
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